





TELAAH PUSTAKA  
 
2.1. Pengertian Pajak  
       Pajak merupakan salah satu bentuk penerimaan negara dalam rangka untuk 
membiayai pengeluaran serta melaksanakan kebijakan-kebijakan yang akan 
dilaksanakan oleh pemerintah. Pajak sendiri bersifat memaksa dan 
kontraprestasinya dirasakan secara tidak langsung. Pajak dilihat dari segi 
sejarahnya sendiri sebenarnya sudah dilakukan sejak jaman kerajaan hall tersebut 
berupa pemberian upeti dari rakyat kepada rajanya yang bersifat sukarela namun 
memaksa. Namun pajak atau upeti pada saat jaman kerajaan tersebut dapat berupa 
biji-bijian, ternak, hasil tanam seperti palawija. Upeti ini juga sifatnya 
kontraprestasi tidak langsung sebab tidak ada feedback atau timbal balik secara 
langsung yang dirasakan masyarakat dari pemberian upeti tersebut, seolah-olah 
hanya hubungan status sosial antara raja dan rakyatnya. 
       Pengertian pajak menurut S.I. Djajadiningrat1 mengemukakan bahwa pajak 
merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara 
yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan 
kedudukan tertentu,tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang 
ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari 
negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Menurut 
                                                          





Sommerfeld, Herschel dan Horace.2, mengemukakan bahwa pajak merupakan suatu 
pengalihan sumber dari sektor swasta ke pemerintahan, bukan akibat pelanggaran 
hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih 
dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah 
dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Sedangkan 
definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S. H.3 dalam Siti Resmi 
menjelaskan bahwa pajak peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara 
untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk public 
saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. 
       Menurut Undang-Undang Perpajakan Pasal 1 UU Nomor 6 Tahun 1983 
kemudian diperbaharui dalam perubahan keempat menjadi UU Nomor 16 Tahun 
2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pada Pasal 1 ayat 1 
menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Menurut Mardiasmo4, unsur pajak terdiri dari: 
1. Iuran rakyat kepada negara. Negara berhak untuk memungut pajak, serta 
iuran tersebut berupa uang dan bukan barang. 
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan 
ketentuan undang-undang dan aturan pelaksanaannya. 
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3. Tanpa jasa timbal balik atau kontra prestasi. Dalam pembayaran pajak tidak 
dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah. 
4. Digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara. Maksudnya adalah 
pajak digunakan di dalam pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi 
masyarakat luas, seperti pembuatan jalan serta jembatan, kemudian sarana 
infrastruktur lainnya. 
 
2.2. Pengelompokkan Pajak 
       Pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, antara lain sebagai berikut5: 
1. Menurut golongannya 
a. Pajak langsung, merupakan pajak yang pembebanannya tidak dapat 
dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak 
yang bersangkutan, contoh: Pajak Penghasilan (PPh). 
b.Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat 
dilimpahkan kepada pihak lain, contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 
2. Menurut sifatnya 
a. Pajak subjektif, merupakan pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 
subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti 
memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. 
b.Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 
objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 
3. Menurut lembaga pemungutnya 
                                                          





a. Pajak pusat, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contoh: PPh, PPN dan 
PPnBM PBB, serta Bea Materai. 
b.Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, contoh: pajak reklame, 
pajak hiburan. 
 
2.3. Pajak Penghasilan 
       Undang – undang mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap sujek pajak 
berkenaan dengan penghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak 
tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek 
pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-undang Pajak 
Penghasilan (PPh) disebut dengan Wajib Pajak. Wajib pajak akan dikenai atau 
dipotong pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun 
pajak atau dapat juga dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak 
apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.  
Berdasarkan hal tersebut dapat kita ringkas bahwa pajak penghasilan6 merupakan 
pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diperolehnya atau 
diterimanya dalam suatu tahun pajak. 
 
               
2.3.1. Dasar Hukum 
                                                          





       Dasar hukum PPh di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 
yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-
undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang-
undang Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah (PP) , Keputusan Presiden, 
Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak maupun Surat 
Edaran Direktur Jenderal Pajak7. 
 
2.3.2. Subjek Pajak Penghasilan 
        Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang memiliki potensi untuk 
memperoleh penghasilan dan menjadi target untuk dikenakan pajak penghasilan, 
atau subjek pajak dapat pula diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-
undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak 
berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun 
pajak”8.  
       Menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak 
sebagai berikut: 
1. Subjek pajak orang pribadi, yaitu setiap orang yang tinggal di Indonesia atau 
tidak bertempat tinggal di Indonesia yang mendapatkan penghasilan dari 
Indonesia  
2. Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 
menggunakan yang berhak, merupakan warisan dari seseorang yang sudah 
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meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka 
pendapatan itu dikenakan pajak.  
3. Subjek pajak badan, adalah perkumpulan orang dan/atau modal baik 
melakukan usaha maupun tidak melakukan kegiatan usaha meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha 
milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk usaha apapun seperti 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, perkumpulan, persekutuan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, 
bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.  
4. Bentuk usaha tetap, adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi 
yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di indonesia tidak 
lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang 
tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di 
Indonesia.  
       Subjek pajak dapat pula berupa subjek pajak dalam negeri serta subjek pajak 
luar negiri. Pengelompokkan tersebut berdasarkan pada Pasal 2 ayat 2 Undang-
undang Nomor 36 Tahun 2008, sebagai berikut : 
 
1. Subjek pajak dalam negeri,adalah: 
a. Orang pribadi, bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 
jangka waktu 12 bulan atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia 





b. Badan, didirikan atau berkedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu 
dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: 
1. Pembentukannya berdasar ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
2. Pembiayan bersumber dari APBN atau APBD 
3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau 
pemerintah daerah serta pembukuannya diperiksa aparat 
pengawasan fungsional negara. 
c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggunakan yang 
berhak. 
2. Subjek pajak luar negeri, adalah: 
a. Orang pribadi, tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 
Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan 
badan, yang tidak didirikan di Indonesia dan tidak bertempat di 
Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegaiatan melalui 
bentuk usaha tetap di Indonesia. 
b. Orang pribadi, tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 
Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan 
badan, yang tidak didirikan di Indonesia dan tidak bertempat di 
Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan di 
Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 






2.3.3. Objek Pajak Penghasilan 
       Objek pajak merupakan segala sesuatu, baik barang, jasa, atau lainnya yang 
dikenakan pajak atau objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis 
yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun 
luar Indonesia, yang dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak 
yang bersangkutan9. Adapun pendapatan yang termasuk di dalam objek pajak, 
berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, sebagai berikut: 
1. Penghasilan yaitu, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima 
atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari 
luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah 
kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk 
apapun, termasuk:  
a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 
diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, 
komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk 
lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. 
b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan 
c. Laba usaha 
d. Keuntungan karena penjulan atau karena pengalihan harta termasuk: 
1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, 
persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau 
penyertaan modal; 
                                                          





2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, 
sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan 
badan lainnya; 
3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, 
pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau 
reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun; 
4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau 
sumbangan,kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah 
dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan 
atau badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi 
atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, 
yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri 
keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, 
pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak 
yang bersangkutan.  
5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau 
seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, 
atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. 
e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 
biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; 






g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 
perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil 
usaha koperasi, termasuk dalam pengertian dividen, antara lain: 
1. Pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, 
dengan nama dan dalam bentuk apapun; 
2. Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah 
modal yang disetor; 
3. Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran 
termasuk saham bonus yang berasal dari kapitaisasi agio saham; 
4. Pembagian laba dalam bentuk saham; 
5. Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran; 
6. Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima 
atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali 
saham-saham oleh persroan yang bersangkutan; 
7. Pembayaran kembali seluruhnya atua sebagian dari modal yang 
disetorkan, jika dalam tahun – tahun yang lampau diperoleh 
keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat 
dari pengecilan modal dasar (statute) yang dilakukan secara sah; 
8. Pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk 
yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut; 
9. Bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi; 
10. Bagian laba yang diterima oleh pemegang polis; 





12. Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang 
saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan. 
h. Royalti; 
i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 
j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 
k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 
tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;  
l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; 
m. Selisih lebih karena penilaian kembali aset; 
n. Premi asuransi; 
o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang 
terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 
p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilann yang belum 
dikenakan pajak 
q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah; 
r. Imbalan bunga sebagaiman dimaksud dalam undang-undang yang 
mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; 
s. Surplus Bank Indonesia. 
2. Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, 
penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, 
penghasilan dari penghasilan harta berupa tanah dan atau bangunan serta 







2.3.4. Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan (Deductible expenses) 
       Pasal 6 (enam) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan untuk menghitung 
besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha 
tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi: 
1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk 
biaya pembelian bahan, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jas 
termasuk upah, gaji, honorarium, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan 
dalam bentuk uang, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan 
limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali PPh.  
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan 
amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang 
mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.  
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri 
keuangan.  
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan 
digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, 
menagih, dan memelihara penghasilan.  
5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing. 
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di 
Indonesia. 
7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. 





a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan Laba-Rugi komersil.  
b. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau 
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya 
Perjanjian Tertulis mengenai Penghapusan Piutang / Pembebasan Utang 
antara kreditur dan debitur yang bersangkutan. 
c. Telah dipublikasikan dalam Penerbitan Umum atau Khusus.  
d. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih 
kepada Direktorat Jenderal Pajak.  
 
2.3.5. Pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya (Non-deductible 
expenses) 
       Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam 
negeri dan bentuk usaha tetap, maka pengeluaran berikut tidak boleh dikurangkan, 
adapun sebagai berikut: 
1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun seperti dividen, 
termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada 
pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. 
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi 
pemegang saham, sekutu atau anggota. 
3.  Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak 
tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan 





pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan 
keptusan Menteri Keuangan.  
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 
dwiguna wajib pajak yang bersangkutan.  
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 
diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan 
makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta pengantian atau imbalan 
dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan 
dengan pelaksanaan pekerjaan, yang ditetapkan dengan keputusan Menteri 
Keuangan.  
6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang yang dibayarkan kepada pemegang 
saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai 
imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.  
7. Harta yang dihibahkan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 
satu derajat dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan 
sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan, dan bantuan atau sumbangan trmasuk zakat yang diterima oleh 
badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh 
pemerintah dan para penerima zakat yang berhak, sepanjang tidak ada 
hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan 
antara pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali zakat atas penghasilan yang 
nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama 





agama islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang 
dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan warisan. 
8. PPh, yang dimaksudkan dengan pajak penghasilan ini adalah PPh yang 
terutang oleh wajib pajak yang bersangkutan. 
9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib 
pajak atau orang yang menjadi tanggunggannya.  
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau persereon 
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.  
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana 
berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di 
bidang perpajakan. 
 
2.3.6. PPh Pasal 21 
       PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, 
tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun 
sehubungan dengan pekerjaan, atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh 
Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Adapun penerima penghasilan yang 
dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan : pegawai; penerima 
uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau 
jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya; bukan pegawai yang menerima atau 
memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa; anggota dewan 
komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada 





memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu 
kegiatan. Selain itu adapula yang tidak termasuk dalam penerima penghasilan 
dipotong PPh Pasal 21, yaitu : pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau 
pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka 
yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan 
warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh 
penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang 
bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; pejabat perwakilan organisasi 
internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-undang 
Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat 
bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau 
pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.  
       Untuk menghitung PPh Pasal 21. Ada tiga metode umum yang digunakan, 
yaitu metode Gross, Gross Up, dan Net. Berikut penjelasannya : 
1. Metode Gross, merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan 
menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya. Untuk lebih mudah 
memahaminya, berikut contoh perhitungannya: Karyawan A (TK/0) tahun 
2016, bergaji sebesar Rp 5.000.000 per bulan. Dipotong PPh Pasal 21 
pebulan sebesar Rp 12.500. Maka jika menggunakan metode gross PPh 
Pasal 21 akan ditanggung sendiri oleh karyawan A, sebesar Rp 12.500. 
Sehingga Take Home Pay atau gaji bersih yang diterima karyawan A 





diakui sebagai beban pajak atau bersifat non-dedcutible expenses, sehingga 
tidak dapat mengurangi pajak terutang perusahaan. 
2. Metode Net, merupakan  metode pemotongan pajak di mana perusahaan 
menanggung pajak karyawannya. Untuk contoh perhitungannya sama 
dengan metode gross diatas, misalnya : Karyawan A (TK/0) tahun 2016, 
bergaji sebesar Rp 5.000.000 per bulan. Dipotong PPh Pasal 21 pebulan 
sebesar Rp 12.500. Maka jika menggunakan metode net, PPh Pasal 21 akan 
dibayar perusahaan sebesar Rp 12.500. Sehingga Take Home Pay atau gaji 
bersih yang diterima karyawan A sebesar Rp 5.000.000. Dalam Laporan 
Laba Rugi akan memunculkan beban PPh Pasal 21, namun beban tersebut 
tidak dapat mengurangi atau bersifat non- dedcutible expenses. Di  Hal ini 
disebabkan PPh Pasal 21 yang dibayar perusahaan merupakan kenikmatan, 
bukan biaya bagi pemberi kerja. 
3. Metode Gross-up, merupakan metode pemotongan pajak di mana 
perusahaan memberikan tunjangan pajak yang sama besar dengan jumlah 
pajak yang dipotong dari karyawan. Contoh perhitungannya, misalnya : 
Karyawan A (TK/0) tahun 2016, bergaji sebesar Rp 5.000.000 per bulan. 
Diberikan tunjangan pajak oleh perusahaan sebesar Rp 13.123. Sehingga 
total gaji bruto menjadi Rp 5.013.123. Dipotong PPh Pasal 21 pebulan 
sebesar Rp 13.123. Sehingga Take Home Pay atau gaji bersih yang diterima 
karyawan A sebesar Rp 5.000.000. Tetapi tunjangan pajak tersebut dapat 





tunjangan pajak yang diberikan perusahaan merupakan biaya bagi pemberi 
kerja sehingga dapat mengurangi. 
  
2.3.7. PPh Final 
       PPh Final adalah PPh  yang dipotong atau dibayar sendiri dari suatu 
penghasilan yang pada akhir tahun tidak akan diperhitungkan sebagai pembayaran 
pajak dimuka (kredit pajak), karena PPh yang dipotong tersebut tidak lagi 
diperhitungkan sebagai kredit pajak, maka pada akhir tahun penghasilan yang 
dipotong PPh Final juga tidak lagi dihitung ulang pajak penghasilan-nya dalam SPT 
Tahunan PPh Badan. 
       Berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Undang-undang PPh, dikemukakan bahwa 
penghasilan di bawah ini dikenai dengan pajak bersifat final, yaitu: 
1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi 
dan surat utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi 
kepada anggota koperasi orang pribadi; 
2. Penghasilan berupa hadiah undian; 
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif 
yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau 
pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima 
oleh perusahaan modal ventura; 
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau 






5. Penghasilan tertentu lainnya; 
       Selain PPh bersifat final di atas, masih ada lagi penghasilan bersifat fiinal 
lainnnya, seperti: 
1. PPh final Pasal 17 ayat (2) c UU PPh, yaitu PPh atas deviden yang diterima 
oleh wajib pajak orang pribadi. 
2. PPh final Pasal 15, terdiri dari: 
a. PPh atas pelayanan dalam negeri 
b. PPh atas pelayanan dan penerbangan luar negeri 
c. PPh atas penghasilan perwakilan dagang luar negeri 
d. PPh pola bagi hasil 
e. PPh atas kerjasama bentuk BUT 
3. PPh final Pasal 19, yaitu PPh atas revaluasi aset tetap. 
 
2.4. Manajemen Pajak 
       Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan 
dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin 
untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan10. Dengan manajemen pajak 
upaya penghematan atau meminimalisir beban pajak yang ditanggung oleh wajib 
pajak dapat dilakukan secara legal. Perlu diingat pula bahwa legalitas manajemen 
pajak juga tergantung dari instrumen atau alat yang digunakan oleh wajib pajak 
khususnya manajemen perusahaan.  
                                                          





       Tujuan manajemen pajak dibagi menjadi dua, yaitu: menerapkan peraturan 
perpajakan secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas 
yang seharusnya. Tujuan tersebut dapat tercapai melalui fungsi-fungsi manajemen 
pajak yang terdiri dari, perencanaan pajak (tax planning), pelaksanaan perpajakan 
(tax implementation), serta pengendalian pajak (tax control). 
 
2.5. Perencanaan Pajak 
2.5.1. Definisi Perencanaan Pajak 
       Fungsi pertama dari manajemen perpajakan adalah perencanaan pajak. Dalam 
perencanaan pajak, akan dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan 
perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan 
dilakukan. Perencanaan pajak, adalah tindakan penstrukturan yang terkait dengan 
konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap 
transaksi yang ada konsekuensi pajaknya, dengan pengendalian tersebutdapat 
mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah melalui 
penghindaran pajak (tax avoidance) bukan dengan penyelundupan pajak (tax 
evasion)11. 
       Sedangkan menurut Larking (dikutip oleh Suandy)12 menjelaskan bahwa, tax 
planning dapat disamakan dengan tax mitigation, adalah ”Arrangement of a 
person’s business and/or private affairs in order to minimize tax liability”. Menurut 
Hoffman (dikutip oleh Ompusunggu)13 menyatakan bahwa tax planning adalah 
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suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak untuk menyusun aktivitas keuangan 
guna mendapatkan pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Secara teoritis, tax 
planning dikenal sebagai effective tax planning, yaitu seorang wajib pajak berusaha 
mendapat penghematan pajak (tax saving) melalui prosedur penghindaran pajak 
(tax avoidance) secara sistematis sesuai ketentuan UU perpajakan.  
       Dari beberapa pendapat tersebut, dapat penulis jelaskan bahwa perencanaan 
pajak adalah usaha-usaha untuk meminimalkan pembayaran pajak dengan 
memanfaatkan kelemahan dari aturan-aturan yang ada sehingga cara yang ditempuh 
legal atau dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tax 
planning atau perencanaan pajak merupakan bagian dari anggaan induk 
perusahaan, tercakup didalmnya beberapa item anggaran, yaitu anggaran PPN 
termasuk dalam anggaran penjualan dan pembelian, sementara anggaran PPh badan 
merupakan bagian dari anggaran laba rugi dan anggaran kas, namun perlu dibuat 
terpisah dan terperinci agar mudah dianalisis oleh manajeen perusahaan. Adapun 
tujuan dari perencanaan pajak adalah merekayasa beban pajak (tax burden) agar 
dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi 
berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, atau dapat disebut perencanaan 
pajak disini dengan sebutantax avoidance sebab secara ekonomis keduanya 
berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after tax return) sebab 
pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada 
pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali. 
 





       Motivasi dapat diartikan sebagai semua kondisi yang memberikan dorongan 
dalam diri seseorang yang digambarkan sebagai keinginan, kemauan, dorongan, 
dan sebagainya. Motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah keinginan untuk 
meminimalkan beban pajak yang pada akhirnya dapat memaksimalkan laba setelah 
pajak karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan 
dalam operasi perusahaan. Dimana perencanaan pajak merupakan salah satu unsur 
penunjang untuk mencapai tujuan perusahaan. Unsur penunjang lainnya yaitu unsur 
pendapatan atau penghasilan yang dihasilkan oleh perusahaan, dimana 
pendapatan/penghasilan merupakan objek pajak tidak final dan ada juga yang 
merupakan objek pajak final. 
       Adapun secara umum faktor-faktor yang memotivasi manajemen perusahaan 
melakukan perencanaan perpajakan, antara lain14: 
1. Kebijakan perpajakan (Tax Policy) 
Kebijakan perpajakan (tax policy) merupakan alternatif dari berbagai 
sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan dari berbagai aspek 
kebijaksanaan pajak, berikut akan diuraikan faktor-faktor yang mendorong 
dilakukannya suatu perencanaan pajak yaitu: 
a. Jenis pajak yang akan dipungut 
Dalam sistem perpajakan terdapat berbagai jenis pajak yang harus 
menjadi pertimbangan utama baik berupa pajak langsung maupun pajak 
tidak langsung dan cukai seperti: 
1. PPh badan dan orang pribadi. 
                                                          





2. Pajak atas keuntungan modal. 
3. Withholding tax atas gaji, dividen, sewa, bunga, royalty, dan 
lain-lain. 
4. Pajak atas impor, ekspor, serta bea masuk. 
5. Pajak atas undian/hadiah. 
6. Bea materai. 
7. Capital transfer taxes/tramsfer duties. 
8. Lisensi usaha dan pajak perdagangan lainnya. 
Terdadapat berbagai kewajiban jenis pajak yang harus dibayar di mana 
masing-masing jenis pajak tersebut mempunyai sifat perlakuan pajak 
sendiri – sendiri. Misalnya bea masuk dianggap sebagai biaya yang 
dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak atau bisa dimintakan 
restitusi apabila kita melakukan ekspor barang (output), sedangkan 
Pajak Penghasilan adalah pajak atas laba atau penghasilan kena pajak 
yang dapat mengurangi besarnya penghasilan bersih setelah pajak. 
Maka agar tidak mengganggu atau tidak memberatkan arus kas 
perusahaan, diperlukan perencanaan pajak yang baik untuk bisa 
menganalisis transaksi apa yang akan terkena pajak dan berapa dana 
yang diperlukan, sehingga dapat diketahui berapa penghasilan bersih 
setelah pajak. 
b. Subjek pajak 
Indonesia adalah salah satu negarayang menganut sistem klasik  di mana 





(pemegang saham) yang akan menimbulkan pajak ganda. Adanya 
perbedaan perlakuan perpajakan atas pembayaran dividen badan usaha 
kepada pemegang saham perorangan dan kepada pemegang saham 
berbentuk badan usaha menyebabkan timbulnya usaha untuk 
merencanakan pajak dengan baik agar beban pajak rendah sehingga 
sumber daya perusahaan bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang lain. Di 
samping itu, ada pertimbangan untuk menunda pembayaran dividen 
dengan cara meningkatkan jumlah laba yang ditahan bagi perusahaan 
yang juga akan menimbulkan penundaan pembayaran pajak. 
c. Objek pajak 
Objek pajak merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang 
diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia 
maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk 
menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan 
dalam bentuk laporan. Adanya perlakuan perpajakan yang berbeda atas 
objek pajak yang secara ekonomis hakikatnya sama akan menimbulkan 
usaha perencanaan pajak agar beban pajaknya rendah. Misalnya terkait 
transaksi modal perseroan atas dividen. Dimana pembayaran dividen 
kepada perorangan akan dikenakan PPh final atau PPh Pasal 4 ayat (2) 
sebesar 10% sedangkan bagi badan dengan kepemilikan minimal 25% 
akan dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 15%. Oleh sebab itu objek pajak 
merupakan basis perhitungan besarnya pajak, maka untuk optimalisasi 





lebih (karena dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan 
tidak kurang (agar tidak harus membayar sanksi yang berarti 
pemborosan dana). 
d. Tarif pajak 
Semakin besar beban pajak, semakin kuat motif serta semakin luas 
ruang lingkup terjadinya penghindaran pajak, karena wajib pajak dapat 
menghindari tarif pajak yang lebih tinggi namun tetap terutang tarif 
pajak yang lebih rendah15. 
2. Undang-undang perpajakan (Tax Law) 
Setiap undang-udang yang dibuat selalu memiliki celah, sehingga di dalam 
pelaksanannya selalu diikuti dengan ketentuan-ketentuan lain seperti 
peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan menteri keuangan 
serta keputusan direktorat jenderal pajak. Tidak jarang ketentuan 
pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang yang telah 
dibuat, sebab ketentuan tersebut tidak terlepas dari intervensi kepentingan 
pembuat kebijakan. Sehingga terbuka celah (loopholes) bagi wajib 
pajakuntuk menganalisis kesempatan tersebut secara cermat untuk 
perencanaan pajak yang efektif serta efisien16. 
Seperti diketahui, tax planning merupakan suatu proses yang mendeteksi 
cacat teoritis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
tersebut. Melaksanakan tax planning dengan memanfaatkan celah-celah 
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dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadaan ini 
menyebabkan munculnya celah bagi wajib pajak untuk menganalisis 
dengan cermat atas kesempatan tersebut untuk digunakan merencanakan 
pajak yang baik. Wajib pajak dapat mencari kelemahan dan memperbaiki 
kembali rencana pajaknya. 
Sehingga proses perencanaan pajak dimulai ketika akan mendirikan 
perusahaan mulai dari ingin berbentuk Perseroan terbatas (PT), yayasan, 
CV, atau UD. Kemudian dilanjutkan dengan lokasi akan berdirinya usaha, 
sebab di lokasi-lokasi tertentu mendapat fasilitas yang lebih dibandingkan 
dengan lokasi lainnya, misalnya saja di Indonesia Bagian Timur. Dengan 
mendirikan di daerah tersebut maka wajib pajak mendapat begitu banyak 
pengurangan PPh sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 26 undang-undang 
Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan undang-undang 
Nomor 36 Tahun 2008. Di samping itu juga diberikan fasilitas seperti 
penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang 
lebih lama dari seharusnya. Hasil suatu perencanaan pajak dikatakan atau 
dikategorikan baik apabila tidak tergantung dengan apa yang kita lakuan 
serta semua itu harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 
3. Administrasi perpajakan (Tax Administration) 
Indonesia merupakan negara dengan wilayah luas dan jumlah penduduk 
yang banyak. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami 
kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. 





dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena 
adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan wajib pajak akibat 
luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih 
belum efektif17. 
 
2.5.3. Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak 
       Dalam lingkaran globalisasi dan tingkat persaingan yang tinggi, manajer 
diharapakn membuat perencanaan pajak sebagaimana strategi perencanaan 
perusahaan secara keseluruhan harus memperhitungkan adanya kegiatan bersfiat 
lokal maupun internasional. Untuk membuat rencana yang baik tersebut, diperlukan 
tahap-tahap sebagai berikut: 
1. Menganalisis informasi yang ada. 
2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak. 
3. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak. 
4. Mencari kelemahan dan kemudian mempebaiki kembali rencana pajak. 
5. Memperbaharui rencana pajak. 
 
2.5.4. Manfaat Perencanaan Pajak 
       Terdapat empat hal penting yang dapat diambil sebagai keuntungan di dalam 
perencanaan pajak, sebagai berikut: 
1. Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai usur biaya yang dapat 
diefisienkan. 
                                                          





2. Mengatur aliran kas, sebab dengan perencanaan pajak yang dikelola secara 
tepat perusahaan dapat menyusun anggaran kas lebih akurat mengestimasi 
kebutuhan kas terhadap pajak. 
3. Menentukan waktu pembayaran, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat 
yang mengakibatkan dikenakannya denda atau sanksi. 
4. Membuat data-data terbaru untuk mengupdate peraturan perpajakan. 
 
2.5.5. Jenis-jenis Perencanaan Pajak 
       Jenis perencanaan pajak secara umum dapat dibagi dua sebagai berikut18: 
1. Perencanan pajak nasional (national tax planning), merupakan perencanaan 
pajak yang dilakukan berdasarkan undang-undang domestik. Di dalam 
perencannan pajak nasional pemilihan atas dilaksanakannya atau tidak suatu 
transaksi hanya bergantung terhadap transaksi tersebut. 
2. Perencanaan pajak internasional (international tax planning), adalah 
perencanaan pajak yang dilakukan berdasarkan undang-undang domestik 
dan juga harus memperhatikan perjanjian pajak (tax treaty) dan undang-
undang dari negara-negara yang terlibat. 
       Dalam melakukan perencanaan pajak baik yang nasional maupun 
internasional, yang biasanya sering dilakukan, sebagai berikut: 
1. Penghindaran tarif pajak tertinggi, baik dengan memanfaatkan bunga, 
investasi, maupun arbitrase kerugian (losses arbitrage). 
                                                          





2. Percepatan pengakuan pendapatan (terutama untuk pajak pertambahan 
nilai). 
3. Alokasi pajak ke beberapa wajib pajak maupun tahun pajak. 
4. Penangguhan pembayaran pajak. 
5. Tax exclusive maximization (misalnya dengan pengaturan tempat 
melakukan jasa). 
6. Transformasi pendapatan yang terkena pajak ke pendapatan yang tidak 
terkena pajak. 
7. Transformasi beban yang tidak boleh dikurangi pajak ke beban-beban yang 
boleh dikurangi pajak. 







2.5.6. Strategi Perencanaan Pajak 
       Terdapat lima strategi perencanaan pajak yang biasanya dilakukan oleh 
perusahaan, adalah sebagai berikut: 
a. Tax saving 
Merupakan upaya wajib pajak mengelakkan hutang pajaknya dengan jalan 





dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat 
dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian 
terhindar dari pengenaan PPh yang besar. 
b. Tax avoidance 
Adalah upaya wajib pajak untuk tidak melakukan perbuatan yang dikenakan 
pajak atau upaya-upaya yang masih dalam kerangka ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang 
terhutang. 
c. Menghindari Pelanggaran atas Peraturan Perpajakan 
Manajemen perusahaan terus berusaha mengupdate peraturan terbaru 
terkait dengan perpajakan, sehingga dapat menghindari timbulnya sanksi 
perpajakan, baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi secara pidana. 
d. Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak 
Menunda pembayaran kewajiban pajak, maksudnya tanpa melanggar 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya sebagai contooh 
terkait penundaan pembayaran PPN, penundaan dapat dilakukan dengan 
menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang 
diperkenankan. 
e. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan 
Wajib pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran 
pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka. 
Misalnya PPh Pasal 22 atau pembelian solar dan impor dan fiskal luar negeri 





       Terdapat tiga hal yang harus selalu diperhatikan di dalam melakukan 
perencanaan perpajakan, antara lain: 
1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. 
2. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak itu merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh perusahaan, baik 
jangka panjang maupun jangka pendek, dengan demikian perencanaan 
pajak yang tidak masuk akan memperlemah perencanaan itu sendiri. 
3. Bukti – bukti pendukung memadai, misalnya dukungan perjanjian, faktur 








2.5.7. Aspek-aspek Perencanaan Pajak 
       Adapun aspek-aspek perencanaan pajak yang perlu diperhatikan sebagai 
langkah peningkatan kepatuhan serta efisiensi pajak, antara lain sebagai berikut: 
1. Proyeksi pajak 
Perencanaan pajak dapat dilakukan melalui suatu proyeksi. Proyeksi pajak 






Dalam proyeksi-proyeksi tersebut, perusahaan dapat memiliki laba yang 
tinggi namun pajak terutang yang lebih besar atau laba rendah tetapi pajak 
terutang lebih kecil. 
2. Bentuk usaha 
Bentuk usaha sangat berpengaruh pada pemajakan yang akan dikenakan 
kepada wajib pajak badan, misalnya: 
a. Perseroan Terbatas (PT) 
Bentuk usaha yang terbentuk PT, para pemegang sahamnya terdiri dari 
badan atau perorangan berakibat lain dari segi pemajakannya. 
Penghasilan dividen atau bagian laba yang diterima atau di peroleh 
perseorangan terbatas sebagai pemegang saham, bukan sebagai objek 
PPh. Begitu pula dengan dividen atau bagian laba yang diterima 
koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, badan usaha milik Negara, 
atau badan usaha milik daerah, anggota perseorangan komanditier yang 
modalnya tidak terbagi atas saham-saham. 
 
b. Perusahaan pusat dan cabang 
Perusahaan pusat dan cabang akan lebih efektif bila diajukan 
permohonan sentralisasi faktur PPN. Dengan sentralisasi pemindahan 
atau pengiriman barang antar pusat kecabang dan sebaliknya atau 
pengiriman antar cabang, tidak perlu dikenakan PPN, jadi tidak perlu 
mengeluarkan PPN. 





Bidang usaha tertentu yang memperoleh perlakuan perpajakan yang 
berbeda, misalnya untuk perusahaan kontruksi dikenakan PPh sebesar 2% 
dari penjualan dan bersifat final berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 
140 tahun 2000 tentang PPh atas penghasilan dari usaha dari jasa kontruksi 
yang ditetapkan tanggal 21 desember 2000 dan keputusan menteri keuangan 
No.559/KMK.04/2000 yang mulai berlaku 26 desember 2000. Jika 
perusahaan memperoleh laba bersih yang cukup besar lebih dari 10%, maka 
pengenaan PPh sebesar besar 2% ini menguntungkan. 
4. Pengawasan / pemeriksaan pajak 
Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan pemeriksaan pajak dengan tujuan 
untuk: 
a. Menetapkan pajak-pajak negara terhutang. 
b. Menetapkan besarnya kerugian yang dapat dikompensasikan dengan 
saldo laba tahun berikutnya. 
5. Kebijakan akuntansi 
a. Penilaian pesediaan 
Kebijakan terkait penilaian persediaan mensyaratkan mengunakan FIFO 
atau Average Method, sedangkan LIFO tidak diperkenankan dalam 
ketetapan perpajakan.  Hal ini sesuai dengan undang-undang No. 17 
tahun 2000 pasal 10 ayat 6 adalah “persediaan dan pemakaiaan 
persediaan untuk perhitungan harga pokok dinilai dengan harga 
perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara 





terkait penilaian persediaan menggunakan metode FIFO dan Average 
serta dampaknya ke pajak.  
PT. M merupakan suatu perusahaan bergerak di bidang manufaktur. 
Selama bulan Januari tahun 2018 melakukan berbagai pembelian dan 
penjualan persediaan. Berikut tabel rinciannnya : 
Tabel 2.1. 








Harga jual per 
unit (dalam 
Rupiah 
01/01/2018 Saldo awal 100 
                                                                     
800    
06/01/2018 Pembelian 60 
                                                                     
900    
13/01/2018 Penjualan 70   
                                                                 
2.000  
21/01/2018 Pembelian 150 
                                                                     
900    
24/01/2018 Penjualan 210   
                                                                 
2.200  
27/01/2018 Pembelian 90 
                                                                   
1000    
30/01/2018 Penjualan 30   
                                                                 
2.500  
 
Catatan perusahaan menunjukkan bahwa beban usaha perusahaan bulan 
Januari 2018 sebesar Rp 190.000. Perusahaan menggunakan metode 
FIFO dalam menilai persediaannya. Oleh sebab itu peneliti akan 
membandingkan dengan metode persediaan Average untuk mengetahui 
dampak pajaknya. 
Tabel 2.2. 






Dalam penilaian persediaan FIFO ini persediaan akhir didapat sebesar 
Rp 90.000. Dengan total pembelian sebesar Rp 279.000. Selanjutnya 









Penilaian Persediaan Average 
 
Unit Harga/unit (dalam Rp) Total Harga Unit Harga/unit (dalam Rp) Total Harga Unit Harga/unit (dalam Rp) Total Harga
01/01/2018 -                   -                   100 800                                     80.000        
06/01/2018 60 900 54.000        -                   100 800                                     80.000        
-                   -                   60 900                                     54.000        
13/01/2018 -                   70 800                                     56.000        30 800                                     24.000        
60 900                                     54.000        
21/01/2018 150 900 135.000      -                   30 800                                     24.000        
60 900                                     54.000        
150 900                                     135.000      
24/01/2018 -                   30 800                                     24.000        30 900                                     27.000        
60 900                                     54.000        
120 900                                     108.000      
27/01/2018 90 1000 90.000        -                   30 900                                     27.000        
90 1.000                                 90.000        
30/01/2018 -                   30 900                                     27.000        90 1.000                                 90.000        
Tanggal
Pembelian Harga Pokok Penjualan (HPP) Persediaan
Unit Harga/unit (dalam Rp) Total Harga Unit Harga/unit (dalam Rp) Total Harga Unit Harga/unit (dalam Rp) Total Harga
01/01/2018 -                   -                   100 800                                     80.000        
06/01/2018 60 900 54.000        -                   160 850                                     136.000      
13/01/2018 -                   70 850                                     59.500        90 850                                     76.500        
21/01/2018 150 900 135.000      -                   240 875                                     210.000      
24/01/2018 -                   210 875                                     183.750      30 875                                     26.250        
27/01/2018 90 1000 90.000        -                   120 938                                     112.500      
30/01/2018 -                   30 938                                     28.125        90 938                                     84.375        
Tanggal





Dengan metode Average ditemukan persediaan akhir sebesar Rp 84.375. 
Dengan Total pembelian sama dengan FIFO sebesar Rp 279.000. Untuk 
mengetahui efek di pajaknya, maka dibuat dalam Laporan Laba Rugi 
PT. M 
Tabel 2.4. 
Laporan Laba Rugi PT. M Periode 31 Januari 2018 
PT . M 
LAPORAN LABA RUGI 
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 JANUARI 2018 (dalam Rp) 
   FIFO   AVERAGE 
Penjualan                            677.000                              677.000  
Harga Pokok 
Penjualan    
Persediaan Awal                              80.000                                80.000  
Pembelian Bersih                            279.000                              279.000  
  Harga Pokok 
Barang yang Dapat 
dijual                            359.000                              359.000  
Persediaan Akhir                              90.000                                84.375  
Harga Pokok 
Penjualan                            269.000                              274.625  
Laba Kotor                            408.000                              402.375  
Beban Usaha                            190.000                              190.000  
Laba Bersih                            218.000                               212.375  
 
Berdasarkan Laporan Laba Rugi tersebut, dapat dijelaskan bahwa dalam 
keadaan harga barang cenderung naik, maka metode average akan lebih 
menguntungkan diuntungkan dari sisi pajak, karena harga pokok 
penjualan akan lebih besar bila dibandingkan dengan metode FIFO. 
Sehingga laba bersih perusahaan lebih kecil, yang berefek kepada pajak 
terutang perusahaan yang lebih kecil. Begitu pula sebaliknya, apabila 
harga cenderung turun metode FIFO lebih menguntungkan 





b. Sewa guna usaha 
Dalam peraturan pajak Sewa guna usaha (leasing) diatur dalam 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
1169/KMK.01/191 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing). 
Dalam kegiatan sewa guna usaha (leasing) aset tetap sangat 
menguntungkan dari segi beban pembayaran angsuran. Dari segi 
pemajakan, aset tetap sewa guna usaha tidak boleh disusutkan, tetapi 
beban angsuran lebih besar dari beban penyusutan,maka pembebanan 
pajaknya dapat menjadi lebih kecil. 
 
2.6.  Koreksi Fiskal 
       Dalam mempertimbangkan tetang materi penyusunan perencanaan pajak harus 
mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan koreksi fiskal. Pada dasarnya 
koreksi fiskal. Pada dasarnya koreksi fiscal terjadi karena penyesuaian terhadap 
Laporan Keuangan Komersil, penyesuaian tersebut didasarkan pada peraturan 
perpajakan sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan Fiskal. Dalam 
hubungan ini koreksi fiskal dapat digolongkan dalam dua jenis perbedaan, sebagai 
berikut: 
a. Perbedaan waktu (Timing Differences) 
Perbedaan waktu adalah  perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun 
biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh 
yang sifatnya sementara artinya koreksi fiskal yang dilakukan akan 





Perbedaan waktu disebabkan perbedaan waktu pengakuan penghasilan, 
biaya dan beban yang bersifat sementara yang mengakibatkan adanya 
penundaan. 
b. Perbedaan tetap (Permanent Differences) 
Perbedaan tetap adalah  perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun 
biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh 
yang sifatnya permanen artinya koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan 
diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun pajak berikutnya. Perbedaan 
tetap disebabkan adanya perbedaan yang bersifat permanen berkenaan 
terhadap pendapatan atau biaya tertentu yang diatur menurut Standar 
Akuntansi Keuangan. 
       Pemberlakuan terhadap kedua perbedaan tersebut juga disebut koreksi fiskal 
akan mempengaruhi secara langsung terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP), 
koreksi fiskal dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu : 
 
a. Koreksi Fiskal Positif 
Koreksi fiskal positif adalah adanya perubahan penambahan terhadap 
pendapatan atau biaya yang terdapat dalam laporan keuangan komersil yang 
disusun untuk kepentingan laporan keuangan fiskal. 
b. Koreksi Fiskal Negatif 
Koreksi fiskal negatif adalah adanya perubahan pengurangan terhadap 
pendapatan atau biaya yang terdapat dalam laporan keuangan komersil yang 






2.7. Model Perencanaan Pajak 
       Perusahaan tentu ketika berdiri memiliki tujuan untuk terus maju dan 
menghasilkan laba atau keuntungan yang semaksimal mungkin. Untuk 
mengoptimalkan keuntungan yang ingin didapatkan, maka salah satu cara yang 
dapat ditempuh dengan mengefisiensikan pajak khususnya beban PPh Badan. 
Adapun strategi untuk mengefisiensikan beban PPh Badan tersebut, antara lain : 
1. Pemilihan alternatif dasar pembukuan, basis kas atau basis akrual. 
2. Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan pemberi kesejahteraan kepada 
karyawan. 
3. Pemilihan metode penilaian persediaan. 
4. Pemilihan sumber dana dalam pengadaan aset tetap. 
5. Pemilihan metode penyusutan aset tetap dan amortisasi asset tidak 
berwujud. 
6. Transaksi yang berkaitan dengan pemungutan pajak (withholding tax). 
7. Optimalisasi pengkreditan pajak yang telah dibayar. 
8. Permohonan penurunan pembayaran angsuran masa (PPh Pasal 25 
bulanan). 
9. Pengajuan surat keterangan bebas (SKB) PPh Pasal 22 dan Pasal 23. 
10. Rekonsiliasi SPT 
11. Penyertaan modal pada perseroan terbatas dalam negeri 
       Untuk memahami lebih dalam terkait perencanaan pajak, model perencanaan 





Tabel 2.5.  
Rekening Biaya Tanpa Perencanaan Pajak 
 2015  
Biaya Gaji dan Upah  284.000.000  
Biaya Perjalanan Dinas  36.200.050  
Biaya telpon  11.451.496  
Biaya Tenaga Kerja Langsung  236.382.725  
Biaya Alat dan Perlengkapan Bengkel  34.560.000  
Biaya Minyak Pelumas dan BBM  401.900  
Biaya Akomodasi  7.568.500  
Biaya Pemeliharaan Inventaris  12.651.500  
Biaya Penjualan  41.183.030  
Biaya Konsumsi  23.994.750  
Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan Mesin  12.561.500  
Biaya Listrik  36.229.194  
Biaya Air  3.715.700  
Biaya Pengobatan  5.683.900  
Hadiah Akhir Tahun (Beras, Minyak) 23.666.667  
Biaya Administrasi dan Peralan Kantor  15.138.630  
PPh 21 Karyawan  18.803.700  
Biaya Pemeliharaan Kendaraan  32.037.575  
Biaya Penyusutan  215.199.600  
Biaya Konsultan  3.000.000  
Biaya Pajak PBB  80.264.475  
Biaya Lain-lain  50.042.225  






Hal yang dilakukan dalam penerapan perencanaan pajak, adalah: 
1. Terkait hadiah akhir tahun perusahaan berupa natura, seperti sembako 
(berbentuk beras dan minyak) dapat diganti dengan bonus berupa uang. Hal 
ini disebabkan pemberian natura menurut Undang-undang perpajakan tidak 
dapat dibiayakan tetapi bonus dapat dibiayakan sebagai biaya oleh 
perusahaan. 
2. Terkait dengan perusahaan menanggung biaya pengobatan, dalam hal 
perpajakan biaya pengobatan tidak diakui sehingga perusahaan menjadikan 
biaya tersebut sebagai tunjangan kesehatan agar dapat dikurangkan sebagai 
biaya oleh perusahaan. 
3. Perusahaan mempunyai kebijakan untuk membayar PPh Pasal 21. Menurut 
aturan perpajakan hal tersebt tidak boleh dianggap sebagai biaya dalam 
perhitungan pajak. Perusahaan dapat menjadikannya tunjangan pajak agar 
dapat dijadikan biaya perusahaan. 
Sehingga biaya yang tidak diakui perhitungan perpajakan atau biaya yang tidak 
dapat dimasukkan sebagai pengurangan penghasilan diantaranya hadiah akhir 
tahun, biaya pengobatan, serta PPh Pasal 21 karyawan. 
       Kemudian laporan laba rugi perusahaan dengan perencanaan pajak. Berikut 
tabel Laporan Laba/Rugi Komersial sebuah Perusahaan : 
Tabel 2.6.  
Laporan Laba/Rugi Perusahaan 







HPP :  
16.104.481.558  
   
Persediaan Awal  2.576.127.634  
Pembelian  10.721.810.800  
Pembelian Impor  
Tersedia untuk dijual  
4.595.061.788  
17.893.000.222  
Persediaan Akhir  
HPP   
Laba Kotor  




   
Biaya Gaji dan Upah  284.000.000  
Biaya Perjalanan Dinas  36.200.050  
Biaya Telepon  11.451.496  
Biaya Tenaga Kerja Langsung  236.382.725  
Biaya Alat dan Perlengkapan Bengkel  34.560.000  
Biaya Minyak Pelumas dan BBM  401.900  
Biaya Akomodasi  7.568.500  
Biaya Pemeliharaan Investasi  12.561.500  
Biaya Penjualan  41.183.030  
Biaya Konsumsi  23.994.750  
Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan Mesin  12.561.500  
Biaya Listrik  36.229.794  
Biaya Air  3.715.700  
Biaya Pengobatan  5.683.900  
Biaya Akhir Tahun  23.666.667  
Biaya Administrasi dan Peralatan Kantor  15.138.630  
PPh 21 Karyawan  18.808.700  
Biaya Pemeliharaan Kendaraan  32.037.575  
Biaya Penyusutan  215.199.600  
Biaya Konsultan  3.000.000  
Biaya Pajak PBB  80.264.475  
Biaya Lain-lain  
Total Biaya Usaha  
Laba Usaha  




   
Pendapatan Jasa  1.519.659.896  
Pendapatan Lain-Lain  
Total Pendapatan Lain-lain  





       Laporan Laba/Rugi dilakukan dengan cara penjualan dikurangi harga pokok 
penjualan menghasilkan laba kotor, kemudian laba kotor dikurangi beban-beban 
menghasilkan laba bersih yang belum diakukan koreksi fiskal. Selanjutnya 





Untuk melakukan koreksi fiskal. Selanjutnya dilakukan koreksi fiskal yang akan 
diperoleh Laba Kena Pajak, untuk selanjutnya menghitung pajak yang harus 
dibayar. Selengkapnya dapat dilihat tabel di bawah berikut. 
Tabel 2.7.  
Laporan Laba/Rugi Dengan Perencanaan Pajak 
 
Akuntansi  Koreksi  Fiskal  




      
Persediaan Awal  2.576.127.634  
  
2.576.127.634  
Pembelian  10.721.810.800   
  
10.721.810.800  
Pembelian Impor  4.595.061.788  
  
4.595.061.788  
Tersedia untuk dijual   17.893.000.222   
  
17.893.000.222  
Persediaan Akhir   3.045.311.129   
  
3.045.311.129  
H PP   14.847.689.093   
  
14.847.689.093  
      
  
Laba Kotor   1.256.792.465   
  
1.256.792.465  
Biaya Usaha   1.184.652.717  48.159,267   1.136.493.450  
Laba Usaha   72.139.784   
  
120.299.015  
Pendapatan Jasa   1.519.659.896   
  
1.519.859.896  
Pendapatan Lain  (bantuan 
dari perusahaan lain)  
100.000.000   100.000.000   0  









1. Terkait dengan biaya usaha dikoreksi menjadi Rp. 1.136.493.450. sebab 
terdapat koreksi terkait biaya yang seharusnya tidak dikenakan pajak. 
Adapun biaya tersebut telah disebutkan diatas, hadiah akhir tahun sebesar 
Rp. 23.666.667, biaya pengobatan sebesar Rp. 5.863.900, serta PPh Pasal 
21 sebesar Rp. 18.808.700. 
2. Pendapatan lain-lain dikoreksi sebab perusahaan mendapatkan bantuan dari 
perusahaan lain, sudah semestinya tidak diakui sebagai pendapatan. 
Sehingga pendapatan kena pajak menjadi Rp. 1.639.958.911. 
 
Beban pajak yang ditanggung perusahaan sebelum penerapan perencanaan pajak, 
sebesar Rp 422.949.911 (25% x Rp. 1.691.799.644). Setelah penerapan 
perencanaan pajak, maka beban pajak yang harus dibayar sebesar Rp 409.989.728 
(25% x Rp. 1.639.958.911). Total penghematan pajaknya sebesar Rp 12.960.183. 
dan penghematan pajak semakin optimal apabila rekomendasi terkait biaya dapat 
dilakukan perusahaan. 
2.8. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 
       Lahirnya KEK didahului lahirnya kawasan industri yang telah ada sejak 
pertengahan abad ke-19. Konsep KEK mulai terkenal di China pada era tahun 1980-
an. Namun di Indonesia, konsep KEK baru diperkenalkan sejak dikeluarkannya UU 
Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diperbaharui 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 201519. KEK merupakan kawasan 
                                                          
19 Maramis. (2013). Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Perekonomian Daerah. Manado : 





dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh 
fasilitas tertentu.  
       Sesuai dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 
Indonesia (P3EI) dibentuk berbagai koridor ekonomi untuk mempercepat 
pembangunan ekonomi di Indonesia. Pembangunan koridor ekonomi Indonesia 
adalah pengembangan kegiatan ekonomi utama di pusat-pusat pertumbuhan 
ekonomi disertai penguatan konektivitas antar pusat-pusat ekonomi dan lokasi 
kegiatan ekonomi utama serta fasilitas pendukungnya. Fasilitas pendukung sangat 
dibutuhkan untuk menunjang keberlangsungan koridor ekonomi maupun KEK 
seperti pelabuhan laut, bandar udara, listrik, air dan serat optik. Berbagai fasilitas 
dan kemudahan diberikan bagi badan usaha serta pelaku usaha di KEK. Tujuan 
pemberian fasilitas tersebut agar dunia usaha memiliki perspektif jangka panjang 
dalam pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Fasilitas yang 
diberikan pemerintah pada kawasan ekonomi khusus terdiri atas : 
1) Fasilitas Perpajakan 
1. Fasilitas PPh 
a. Pengurangan PPh Badan  
Pengurangan PPh badan prosentasenya 20% hingga 100%. Berikut 
jangka waktu serta kriteria pengurangan PPh Badan tersebut. 
Gambar 2.1  






Sumber : MUC TAX BLITZ 
b. Tidak dipotong/dipungut pajak selama pemberian fasilitas huruf a di 
atas. 
c. Sedangkan Wajib Pajak yang tidak memperoleh fasilitas pengurangan 
PPh Badan atau melakukan kegiatan lainnya di dalam KEK akan 
mendapatkan fasilitas sebagai berikut:  
a) Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (dibebankan sebesar 5% 
per tahun) dari jumlah Penanaman Modal. 
b) Penyusutan dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi 
dipercepat atas aktiva tetap tidak berwujud, dengan masa manfaat 
dan tarif sebagai berikut: 
 
Gambar 2.2  






Sumber : MUC TAX BLITZ 
c) Tarif PPh atas dividen kepada WP Luar Negeri (selain BUT) 
maksimal 10% atau tarif yang lebih rendah berdasarkan Perjanjian 
Penghindaran Pajak Berganda (P3B). 
d) Tambahan waktu kompensasi kerugian (maksimal 9 tahun), dengan 





Ketentuan Tambahan Waktu Kompensasi Kerugian 
Ketentuan Tambahan 
waktu 
Melakukan Penanam Modal > 
Rp. 200 Milyar. 
1 Tahun 
Memperkerjakan ≥ 500 orang 
tenaga kerja Indonesia selama 5 
(lima) tahun berturut-turut, atau 





Memperkerjakan ≥ 1000 orang 
tenaga kerja Indonesia selama 5 
(lima) tahun berturut-turut. 
Penanaman Modal Baru 
digunakan untuk infrastruktur 
ekonomi dan sosial di lokasi 
usaha minimal Rp. 10 Milyar 
1 Tahun 
Mengeluarkan biaya penelitian 
dan pengembangan di dalam 
negeri dalam rangka 
pengembangan produk atau 
efisiensi produksi minimal 5% 
dari investasi dalam 5 (lima) 
tahun 
2 Tahun 
Menggunakan bahan baku 
dan/atau komponen hasil 
produksi dalam negeri minimal 
70% paling lambat tahun ke-4 
1 Tahun 
Penanaman Modal berupa 
perluasan usaha di KEK berasal 
dari laba setelah pajak pada satu 
tahun pajak sebelum tahun 
diterbitkannya izin prinsip 
perluasan Penanaman Modal 
2 Tahun 
Melakukan ekspor ≥ 30% dari 
nilai total penjualan 
2 Tahun 
Sumber : MUC TAX BLITZ 
2. Fasilitas PPN, PPnBM, dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) 
a. PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut atas: 
1. Pemasukan Barang Kena Pajak (BKP) tertentu dari Tempat Lain di 
Dalam Daerah Pabean (TLDDP) atau dari selain TLDDP, oleh 
Badan atau Pelaku Usaha di KEK. 
2. Pemasukan BKP tertentu dari KEK lainnya, oleh Pelaku Usaha di 
KEK, atau. 





b. PPN dibebaskan atas impor dan penyerahan BKP Tertentu, Jasa Kena 
Pajak (JKP) Tertentu, dan BKP Tertentu yang bersifat strategis yang 
dibebaskan dari pengenaan PPN sesuai peraturan perpajakan yang 
berlaku. 
c. Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) tidak dipungut atas impor barang 
oleh Pelaku Usaha di KEK. 
d. PDRI tidak dipungut atas pemasukkan barang impor oleh Pelaku Usaha 
di KEK dari: 
1. Pelaku Usaha lain dalam 1 (satu) KEK; 
2. Pelaku Usaha pada KEK lainnya; 
3. Tempat Penimbunan Berikat di luar KEK; 
4. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 
3. Fasilitas Perpajakan lainnya, antara lain pengurangan pajak daerah. 
2) Fasilitas kepabeanan dan cukai yang diberikan untuk pemasukan barang kepada 
pelaku usaha di KEK diantaranya diberikan penangguhan bea masuk, 
pembebasan cukai dan/atau, tidak dipungut pajak dalam rangka impor. Selain itu 
dalam rangka pembangunan dan pengembangan KEK dan industri, badan usaha 
dan pelaku usaha diberikan pembebasan bea masuk atas pemasukan mesin, 
peralatan dan bahan untuk periode waktu tertentu. 
3) Fasilitas non fiskal terdiri atas, kemudahan ketenagakerjaan, kemudahan dan 
keringanan imigrasi bagi orang asing pelaku bisnis, kemudahan untuk 






       Untuk mendapatkan fasilitas fiskal serta fasilitas bea dan cukai di kawasan 
KEK, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak. Berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 104/PMK.010/2016 
tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi 
Khusus, syarat yang harus dipenuhi, sebagai berikut : 
1. Badan Usaha harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. Memiliki penetapan sebagai Badan Usaha untuk membangun dan/atau 
mengelola KEK dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/ 
Kota atau Kenterian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai 
dengan kewenangannya. 
b. Memiliki perjanjian Pembangunan dan/atau pengelolaan KEK antara 
Badan Usaha dengan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/ 
Kota atau Kenterian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai 
dengan kewenangannya. 
c. Membuat batas tertentu areal kegiatan KEK. 
2. Pelaku Usaha harus memenuhi syarat sebagai berikut : 
a. Merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri. 
b. Telah mendapatkan izin prinsip penanaman modal dari Administrator 
KEK. 
c. Mendayagunakan sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT 
inventory) yang tersambung dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 





perseiaan berbasis komputer (IT inventory) dibuktikan dengan 
penetapan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 
3. Kepada Wajib Pajak badan baru yang melakukan perluasan atas penanaman 
modal baru dapat diberikan fasilitas pengurangan PPh badan, dengan syarat 
: 
a. Wajib Pajak badan baru tersebut telah diberikan fasilitas pengurangan 
PPh badan. 
b. Melakukan pembukuan terpisah atas penanaman modal baru dan 
perluasan atas penanaman modal baru. 
c. Menggunakan metode alokasi biaya bersama (joint cost allocation) 
yang disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak. 
4. Wajib Pajak yang dapat diberikan fasilitas pengurangan PPh adalah Wajib 
Pajak badan yang memenuhi kriteria : 
a. Merupakan Wajib Pajak baru. 
b. Melakukan penanaman modal baru atau melakukan penanaman modal 
baru dan perluaan atas penanaman modal baru. 
c. Bidang usahanya merupakan Kegiatan Utama di KEK. 
d. Memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang 
mengatur mengenai penentuan besarnya perbandingn antara utang dan 
modal perusahaan untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan. 
e. Menyampaiakan surat pernyataan kesanggupan untuk menempatkan 





total rencana penanaman modal, dan dana tersebut tidak ditarik sebelum 
saat dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal. 
f. Harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia yang pengesahannya 
ditetapkan sejak atau setelah tanggal 15 Agustus 2011. 
5. Termasuk Wajib Pajak yang dapat diberikan fasilitas pengurangan PPh 
badan adalah Badan Usaha dengan syarat: 
a. Memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada poin 4. 
b. Fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana dimaksud aturan PMK 
ini hanya diberikan atas penanaman modal untuk pembangunan 
infratruktur. 
c. Sebagaimana atau seluruh pembangan infrastruktur sebagaimana 
dimaksud pada huruf b, tidak dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  
6. Dalam hal Wajib Pajak badan dimiliki langsung oleh Wajib Pajak dalam 
negeri dan/atau Wajib Pajak luar negeri berupa bentuk usaha tetap tersebut 
harus memiliki surat keterangan fiskal yang diterbitkan oleh Direktorat 
Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara 
pemberian surat keterangan fiskal. Ketentuan ini tidak berlaku dalam hal 
Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada poin 4, yaitu : dimiliki 
langsung oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, atau 






Selain memenuhi syarat – syarat diatas untuk memperoleh fasilitas pajak khususnya 
terkait pengurangan PPh badan Wajib Pajak menyampaikan permohonan kepada 
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan disampaikan tembusan kepada 
Administrator KEK. Fasilitas PPh khususnya fasilitas pengurangan PPh badan 
dapat dicabut. Pencabutan fasilitas pengurangan PPh badan dilakukan dalam hal 
Wajib Pajak : 
a. Tidak memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai bidang usaha beserta 
rantai produksinya yang merupakan kegiatan utama di KEK. 
b. Pada saat mulai berproduksi/beroperasi secara komersial, nilai realisasi 
penanaman modal kurang dari rencana penanaman modal. 
c. Tidak menempatkan dana di perbankan di Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e yaitu kesanggupan menempatkan dana di 
perbankan di Indonesia paling sedikit 10% dari total rencana penanaman 
modal, dan/atau dana tersebut ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan 
realisasi penanaman modal. 
d. Tidak memenuhi ketentuan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 ayat (1) yaitu Wajib Pajak yang telah memperoleh 
Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pengurangan 
PPh badan wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur 
Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak 
terdaftar dan ketua komite verifikasi pemberian fasilitas pengurangan PPh 
badan mengenai hal – hal sebagai berikut : a) laporan penggunaan dana yang 





modal yang telah diaudit, dan c) laporan realisasi kegiatan produksi/operasi 
selama masa fasilitas,  serta ketentuan mengenai pemenuhan permintaan 
Direktur Jenderal Pajak untuk memberikan data sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 ayat (2)  terkait ,selain kewajiban penyampaian laporan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Wajib Pajak yang 
mendapatkan fasilitas pengurangan PPh badan juga wajib memenuhi 
permintaan Direktur Jenderal Pajak untuk memberikan data transaksi 
perusahaan yang memiliki hubungan istimew sebagaimana diatur dalam 
Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan.  
e. Melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, 
yaitu : a) mengimpor atau membeli barang modal bekas yang direlokasi dari 
negara atau perusahaan lain dalam rangka realisasi penanaman modal yang 
mendapatkan fasilitas pengurangan PPh badan, b) melakukan kegiatan 
utama usaha yang tidak sesuai dengan rencana bidang usaha penanaman 
modal selama jangka waktu pemanfaatan fasilitas pengurangan PPh badan, 
c) melakukan pemindahtanganan aset dan/atau kepemilikan Wajib Pajak 
badan yang mendapatkan fasilitas pengurangan PPh badan selama jangka 
waktu pemanfaatan fasilitas pengurangan PPh badan, d) melakukan relokasi 
penanaman modal ke luar KEK atau ke luar negeri sejak Tahun Pajak 
dimulainya dan sampai dengan 5 (lima) Tahun Pajak sejak berakhirnya 
jangka waktu pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan; 
dan/ atau, e) mengubah metode pembukuan dan/ atau metode alokasi biaya 





pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan ke periode 
setelahnya, dan sebaliknya, termasuk metode pengakuan penghasilan dan/ 
atau biaya, dan metode penghitungan depresiasi dan/ atau persediaan, sejak 
Tahun Pajak dimulainya pemanfaatan fasilitas pengurangan PPh badan dan 
sampai dengan 5 (lima) Tahun Pajak sejak berakhirnya jangka waktu 
pemanfaatan fasilitas pengurangan PPh badan. 
f. Tidak mengajukan permohonan kesepakatan harga transfer (advance 
pricing agreement) untuk Wajib Pajak yang berorientasi ekspor yang 
melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur 
mengenai tata cara pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan harga 
transfer ( advance pricing agreement). 
g. Berdasarkan hasil pemeriksaan, menyalahgunakan fasilitas pengurangan 
PPh badan dalam rangka penghindaran atau pengelakan pajak, antara lain 
melakukan praktik transaksi hubungan istimewa yang tidak sesuai dengan 
prinsip kewajaran dlan kelaziman usaha atau bentuk penyalahgunaan 
lainnya. 
       Terkait sanksi di wilayah KEK, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor 104/PMK.010/2016 tentang Perlakuan Perpajakan, 
Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus, di Pasal 55, ada beberapa 
sanksi yang diterima Wajib Pajak sesuai dengan indikasi pelanggaran yang 





1. Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran ketentuan kepabeanan dan/ atau 
cukai atas pemasukan dan/ atau pengeluaran barang ke dan/ atau dari KEK, 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus melakukan penelitian secara 
mendalam. 
2. Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran ketentuan perpajakan atas 
pemasukan dan/ atau pengeluaran barang ke dan/ atau dari KEK, Direktorat 
Jenderal Pajak harus melakukan penelitian secara mendalam. 
3. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) ditemukan pelanggaran yang bersifat administratif, pelanggaran 
dimaksud harus segera ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
4. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) ditemukan bukti permulaan yang cukup telah terjadi tindak 
pidana kepabeanan, cukai, dan/ atau perpajakan, bukti permulaan tersebut 
harus segera ditindaklajuti dengan penyidikan sesuai peraturan perundang-
undangan. 
5. Dalam hal Pelaku Usaha terbukti melakukan tindak pidana di bidang 
kepabeanan, cukai, dan/ atau perpajakan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap dan orang tersebut merupakan warga negara asing, Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai dan/ atau Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan 
pemberitahuan kepada instansi yang berwenang menangani bidang 





Selain pada Pasal 55, juga sanksi diatur pada Pasal 56. Adapun sanksi pada Pasal 
56 adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan dapat 
membekukan dan/atau mencabut fasilitas penangguhan bea masuk kepada Pelaku 
Usaha dalam hal Pelaku Usaha memenuhi kriteria pembekuan dan/atau pencabutan 
dalam Undang-Undang Kepabeanan. 
 
2.9.  Biaya Bersama (Joint Cost) Menurut Perpajakan 
       Dasar hukum  biaya bersama ialah Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 
2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak 
Penghasilan dalam Tahun Berjalan.  Biaya bersama  merupakan  pengeluaran atau 
biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, 
dan memelihara suatu penghasilan dan sekaligus berhubungan langsung dengan 
kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan lainnya. Biaya 
–biaya bersama  yang menjadi dasar alokasi pembebanan dalam rangka menghitung 
besarnya Penghasilan Kena Pajak adalah biaya bersama setelah dilakukan 




2.9.1.  Konsep Biaya Bersama (Joint Cost) Menurut Perpajakan 
       Berikut ini, merupakan konsep  biaya bersama (joint cost) Berdasarkan Pasal 
27 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 mengenai 





1. Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan secara terpisah dalam hal 
: 
a. Memiliki usaha yang penghasilannya dikenai Pajak Penghasilan yang 
bersifat final dan tidak final; 
b. Menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak 
dan bukan objek pajak; atau  
c.  Mendapatkan dan tidak mendapatkan fasilitas perpajakan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan.  
2. Biaya bersama bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang 
tidak dapat dipisahkan dalam rangka penghitungan besarnya Penghasilan 
Kena Pajak, pembebanannya dialokasikan secara proporsional. 
 
2.9.2. Alokasi Biaya Bersama (Joint Cost) Menurut Perpajakan 
       Perusahaan atau Wajib Pajak Badan tidak selamanya hanya menerima 
penghasilan yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan final tetapi juga menerima 
penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final. Atau dengan kata lain 
perusahaan menerima penghasilan campuran (joint income). Dengan demikian akan 
terdapat biaya-biaya bersama (joint cost) yang dikeluarkan untuk mendapatkan, 
menagih dan memelihara kedua penghasilan yang berbeda perlakuan pajaknya 
tersebut. Sebagaimana dimaksud oleh Pohan20, biaya bersama (joint cost) adalah 
pengeluaran atau biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan untuk 
mendapatkan, menagih dan memelihara suatu penghasilan sekaligus berhubungan 
                                                          





langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara 
penghasilan lainnya.  
       Sesuai dengan prinsip taxability dan deductibility, bahwa untuk menentukan 
pajak terutang pada akhir tahun yang dihitung hanyalah penghasilan yang 
merupakan objek pajak (taxable income) dan biaya yang langsung berkaitan dengan 
kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan tersebut 
(deductible expenses). Dengan demikian perlu ada pemisahan antara biaya untuk 
mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan Pajak 
Penghasilan bersifat final dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan 
memelihara penghasilan lainnya. Apabila pemisahan tersebut sulit dilakukan, maka 
pengalokasian dilakukan secara proporsional berdasarkan omzet dari masing-
masing penghasilan. Adapun untuk merumuskan persentase biaya – biaya tersebut, 
seperti berikut ini :  
Persentase menggunakan Biaya Final = 
Total Penghasilan Final
Total Seluruh Pendapatan
 𝑥 100% 
Persentase menggunakan Biaya Tidak Final = 
Total Penghasilan Tidak Final
Total Seluruh Pendapatan
 𝑥 100% 
Berikut contoh ilustrasi perhitungan biaya bersama: PT. YZ bergerak idang usaha 
yang penghasilannya dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Dalam suatu 
tahun pajak, PT XYZ memperoleh penghasilan bruto yang terdiri dari : 
Tabel 2.9. 
Rincian Pendapatan Contoh PT YZ 
Keterangan Jumlah (dalam Rp) 
Penghasilan dari usaha yang telah dikenakan PPh yang bersifat final             100.000.000.000  
Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat tidak 
final             500.000.000.000  






Apabila biaya – biaya bersama yang tidak dapat dipisahkan setelah dilakukan 
penyesuaian fiskal adalah sebesar Rp 450.000.000.000 (empat ratus lima puluh 
milyar rupiah), maka biaya yang boleh dikurangkan untuk mendapatkan, menagih 




 𝑥 100%) 𝑥 𝑅𝑝450.000.000.000 = 𝑅𝑝 375.000.000.000  
Sehingga penghitungan Penghasilan Kena Pajaknya sebagai berikut : 
Tabel 2.10. 
Penghasilan Kena Pajak 
Keterangan Jumlah (dalam Rp) 
Penghasilan Fiskal               500.000.000.000  
Beban yang boleh dikurangkan               375.000.000.000  
Penghasilan Kena Pajak               125.000.000.000  
 
Kemudian PPh Badan terutang sebesar = 25% x Rp 125.000.000 = Rp 
31.250.000.000 (asumsi di tahun sebelumnya omzet perusahaan kebih dari Rp 50 
miliar setahun). 
